
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUttI
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOiiEI PEIUIILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 17lKpts/KPU-lGb-012.329260nffis

TENTANG

JUMLAH MlNltulAL

KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN/ATAI' GABUNGAN PARTAI POLITIK

PESERTA PEMILU ANGGOTA DEYUAN PERWAKIIAN RAIffAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2OI4 SEBAGAI PERSYARATAN PARTAIPOLITIK DAN'ATAU GABUNGAN PARTAIPOLITIK

MENGfuUKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATIGROBOGAN TAHUN 2()I5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang a bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati

dan Wakil Bupati serta \ /alikota dan Wakil Walikota, untuk keperluan Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Grobogan menetapkan Jumlah Minimal Kursi dan Suara Sah Partai

Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 sebagai persyaratan

Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Mengajukan Bakal Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Grobogan Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang

Jumlah Minimal Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai

Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun 2014 sebagai persyaratan Partai Politik dar/atau Gabungan

Partai Politik Mengajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Grobogan Pemilihan Umum Bupatidan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015.
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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerahdaerah

Kabupaten Dalam Lingkungan provinsr Jawa Tengah (Lembaran t,regara Repubrik

lndonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tenhng Penyelenggara pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20'l'l Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia tlomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Peruakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5316);

5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor'l Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5588)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5678

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenhng Pemerintahan

Daerah Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesiaNomor55S9);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabrrpaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 22 Tahun 2008;
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10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 20ib tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Waliko'a dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Pencalonan Pemilihan

Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati Can Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota.

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor:8/Kpts/KpU-

Kab-012.329260/20'15 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 1SI/KptVKPU-

Kab-012.329260/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2015;

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gmbogan tanggal 25 Mei

2015.

MEMUTUSKAN:

JUMLAH MINIMAI. KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DANIATAU

GABUNGAN PARIAI POLITIK PESERTA PEIIILU ATIGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2(lI4

SEBAGAI PERSYARATAI{ PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI

POLITIK MENGAJUKAN BAXAL PASANGAN CALON BUPATI DAtl WAKIL

BUPATI GROBOGAN DAI.AM PEXIILIHAI{ UMUII BUPATI DAN WAKIL BUPATI

GROBOGAN TAHUN 2015;

: Partai Politik darVatau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu /rnggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 dapat mendaflarftan

bakal Calon Bupati Grobogan, apabila memenuhi persyaratan, memperoleh kursi pada

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014

paling rendah 20 % (dua puluh per seratus) darijumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Grobogan sebanyak 50 (lima puluh) kursi yaitu paling sedikit '10

(sepuluh) Kursi;

: Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan

Pemakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 dapat mendaflarkan

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, apabila mernenuhi

persyaratan, dengan memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah Tahun 2014 paling rendah 25 % (dua puluh lima per seratus) dari

akumulasi perolehan suara sah Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun 2014 sebanyak 748.204 (Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu

Dua Ratus Empat) suara sah yaitu paling sedikit 187.051 (Seratus Delapan Puluh

Tujuh Ribu Lima Puluh Satu) suara sah.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan
pada tanggal 25 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

Ttd
salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

AMIN NUR HATTA

AFROSIN ARIF
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